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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINAS]
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRAE]
DINAS KOPERAST USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Keputusan Mentri Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Nomor
KEP.42/M PPN/HE/)S/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota
Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021,
Kabupaten kepulavan Mentawal masuk dalam Lokasi Fokus Intervensi
Penurunan Stunting Terintegrasi pada Tahun 2021

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden
Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbarkan
Gizi, dan untuk pencegahan kasus Stunting di Kabupaten Kepulauan
Mentawai, perlu membentuk Tim Koordinator Percepatan Penurunan
Stuntung Terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa
huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan
Mentawai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan
Stunting Terintegrasi;

Mengingat : L Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonoi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-
Undang Darurat. Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah
Otonomi Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-
undang Nomor 58 Th 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 21
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I dalam Lingkungan
Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat sebagai Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomeor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

A

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Lad

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
Beberapa Kali berubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun
7015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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Persturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Tbu Ekslusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia tabun 201% WNomor 42,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322},

Peraturan Presiden Nomor 42Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/8/2010
Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

Peraturan Menteri Ksehatan Nomor 2269/MENKES/PER/X1/2021 tentang
Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulanan Mentawai Tahun Anggaran 2023;

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat;

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi,
Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupat ini.

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugsas

a. mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran intervensi peurunan
Stunting terintegrasi;

b, mensosizlisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi ke
pada pemangku kepentingan di Kabupaten Kepulauan Mentawai,

c. melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, _

d. mengkoordinasikan pelaksanaan integrasi penurunan stunting tecintegrasi

e. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penang
gulangan stunting; dan -

f menyusun laporan penanggulangan stunting. -

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulanan
Mentawai 2023, pada kegiatan Pemantauan Status Gizi Masyarakat.
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Keputusan imi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

o

Ditetapkan di Tuapeijat
_Pada tanggal Februarai 2023
=

audara Halomoan Pardede
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